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Komisi IX Usul Restorative Justice Atasi Konflik Pengajar & Siswa

RUU Sisdiknas Didorong
Akhiri Kriminalisasi Guru

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad
mengusulkan penambahan klausul hak mendisiplinkan
ke dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU
Sisdiknas). Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri
tren kriminalisasi terhadap guru.

DIA mengatakan, RUU ini akan
melindungi ruang profesional pen

didik dalam menjalankan fungsi
pembentukan karakter siswa, “Ne

para tidak boleh membiarkan gur
bekerja dalam bayang. bayang
ketakutan.” ujar Habib Syarief di

Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sehagai informasi, RUU Sisdik
nas mastk dalam Program Legis
lasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
2026. merevisi Undang-Undang
Nomer 20 Tahun 2003 vang telah
berumur 13 tahun. Beleid ini akan
menggabungkan tiga Undang- Un
dang (UU), yaitu Sisdiknas. Curu
& Dosen, Dikti. Fokus utamanya
mencakup wajib belajar 13 tahun,
peningkatan kesejahteraan guru,
integrasi anggaran 20} persen, dan
fleksibilitas pendidikan tinggt

Hahib Syarief melanjutkan,
tanpa perlindungan hukum vang

jelas, fungsi pendidikan akan ter

eduksi dan hanya menjadi transfer
pengetahuan tanpa pembentukan
karakter. Karena itu, hak mendi

siplinkan harus masuk dalam
norma undang-undang sebagai
benteng profesionalisme mereka.
Selain i, a menyorot muncul
nya fenomena defensive reaching
atau praktik pengajaran defensif.
Artinya, para guru cenderung
menghindari tindakan korektif
terhadap siswa yang bermasalah
karena dihantui kekhawatiran ber
hadapan dengan proses hukum.
'Jika dibiarkan. kulur litigasi (pe
nyelesaian] vang reakdif ini dianggap
akan mereduksi peran gurd hanya
sehatas penyampai mater akademik
tanpa kemampuan membangun
kedisiplinan, " wjar politikus PKE ini.
Diketahui, sepanjang periode
2020 hingga 2024, tercatat lehih
dari 120 kasus kriminalisasi guru
vang berawal dari tindakan pendi
siplinan. Selain itw, merjuk data
Komisi Perlindungan Anak Indo
nesia (KPAL) dan Jaringan Pemnan
tau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Pada tahun 2024 terdapat 1.378
pengaduan terkait hak anak yang
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Habib Syarief Muhammad

berujung pada konflik hukum
antara wali murid dan pendidik.

Berdasarkan data dan fakta di
atas, Habib Svarief menvebut. ada
kekosongan norma sehingga butith
penguatan. Selama ini gum mengaci
ragu untuk menegur siswa karena
Khawatir ditafsirkan sehagai pelang
garan hukum. Pacahal, Mahkamah
Agung (MA) melalui Putusan
Nomer 1554 K/Pid/2013 telah
memberikan preseden kuat mendi
siplinkan murid adalah bagian dari
kewajiban profesional puru.

Dia menegaskan. hukum pi
dana seharusnya diposisikan
sebagai ultimum remediom atau
sarana terakhir. Negara wajib
menphadirkan hatasan yang tegas

untuk membedakan antara tin
dakan kekerasan dengan tindakan
pendisiplinan yang bersifat peda
pogis; proporsional, dan terukur.
Untuk ing. Habib Syarief mendo
rong Komisi X DPR untuk men
muskan frasa “tindakan pendisi
plinan pedapgogis” secarn elksplisit
dalam draf RUL Sisdiknas. Tu
Juannya-agar aparat penegak hu
kum memiliki hatasan vang jelas,
sehingga pendekatan restorative

Jjustice {keadilan restoratif) dapat

lehih dikedepankan sebelurm ma
sitk ke ranah penpadilan.

Karena jika pun takut mendisip
linkan, maka vang terancam bukan
hanya wikawa ‘pendidikan, tetapi
Juga masa depan karakter generasi
hangsa. “Negara harus hadir mem
berikan kepastian hukum agar guru
dapat mendidik denzan tenang dan
bertangpung jawah,” tegasnya.

Anpgota Komisi X DR Abdul
Fikri Fagih menambahkan, RUU
Sisdiknas perlu mencantumkan
terminologi “mury” dan menolak
istilah Aparatur Sipil Negara (ASN]
yang multitafsir. Tujuannya untuk
menjamin kesejabteraan pendidik
dan kepastian acministrasi di daerah.

Sant ini, ada beragam staws Pega
wal Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Mulai dari pegawat
penuh waktu hingga paruh waktu,

yang berujung pada ketimpangan
ajidan kesejahteraan. Diharapkan,
hanya ada saw status ASN untuk
aur, yakni Pegawai Neperi Sipil
(PNS). "Meski aturan teknisnya
diatur dalam perundangan lain,
RUU Sisdiknas harus mengunci
terminologi profesi puru dengan
jelas,” tegas Fikri, Rabu (8/4/2026).

Fikri menilai. ketidakjelasan
istilah ASN dalam regulasi saat ini
juga terbukti menyulitkan Peme
rintah Daerah (Pemda) secara
administratif. Pemda kerap kebi
ngungan dalam mengajukan kuota
atau formasi pendidik. Imbasnya,
anggaran Dana Alokasi Umum
(DALY tidak kunjung bertambah
atau tersinkronisasi dengan baik.

“ladi kami tidak mentolerir
istilah-istilah ASN yang tidak jelas
surmbernya masitk ke RUL Sisdik
nas. Guru harus memiliki posisi
tertinggi," tegas poliikus PICS ini.

Selain i, Fikri ingin agar guru
non-PNS mendapatkan kepastian
status, kesejahteraan, dan jaminan
sosial vang sepadan dengan mar
tabatnya. Marwah guru dikemba-
likan sebagai profesi tunggal yang
memiliki derajat tertinggi di tengah
masyarakat. "Hal ini berkaca pada
kesuksesan sistem pendidikan di
Finlandia," ujar legislator asal Jawa
Tengah ini. mTF
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